area staples

| |
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN FORMULIR BPBS
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23
KEMENTERIAN KEUANGAN Ri |H1 NOMOR : [2]0fofofofofofe]7]4] w4 X1 PPh Final
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | 4.2 Pembetulan Ke-0_ H.3 I:lPembataIan H.5 I:lPPh Tidak Final
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
A1 NPWP : [3T4] [oJ7Te] [7[3]3] [5T2T8] [oJoJo]
A2 NIK NEEEEEEEEEEEEEEEN
A.3 Nama . INDRA SURYAWAN

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

01-2023 28-417-02 80.074.926,00 1] 10 8.007.492,00
Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Waijib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen | 0103/PPH4-BUNGA/SMA/1/2023
Nama Dokumen Bukti Pembayaran | Tanggal | 3 | 1 | dd | 0 | 1 | mm | 2 | 0 | 2 | 3 |yyyy
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : | Tanggal | | | dd | | | mm | | | | | yyyy

B.9 |:| PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal | [ Jaa [ | Jem [ [ [ | [y

B.10 |:| PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 |:| PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 |:| PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

c1 NPWP :[2]1] [o]8]8] [4]3]3] [4]1]2] [o]oJo]
C.2 Nama Wajib Pajak . SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal :|3|1|dd |0|1|mm |2|O|2|3|yyyy

C.4 Nama Penandatangan : HELLY KOESDIANTO

. Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : e|ek?,0nik 4 4 o 9 4 9 4 9

Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/
pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:

|:| Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini
dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.
4RKSYUBO Y o o




area staples

| |
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN FORMULIR BPBS
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23
KEMENTERIAN KEUANGAN Ri |H1 NOMOR : [2]0fofoJofofofs1]0] w4 X1 PPh Final
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | 4.2 Pembetulan Ke-0_ H.3 I:lPembataIan H.5 I:lPPh Tidak Final
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
A1 NPWP : [3T4] [oJ7Te] [7[3]3] [5T2T8] [oJoJo]
A2 NIK NEEEEEEEEEEEEEEEN
A.3 Nama . INDRA SURYAWAN

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

02-2023 28-417-02 74.727.033,00 1] 10 7.472.703,00
Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Waijib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen | 0103/PPH4-BUNGA/SMA/I1/2023
Nama Dokumen Bukti Pembayaran | Tanggal | 2 | 8 |dd | 0 | 2 |mm | 2 | 0 | 2 | 3 |yyyy
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : | Tanggal | | | dd | | | mm | | | | | yyyy

B.9 |:| PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal | [ Jaa [ | Jem [ [ [ | [y

B.10 |:| PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 |:| PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 |:| PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

c1 NPWP :[2]1] [o]8]8] [4]3]3] [4]1]2] [o]oJo]
C.2 Nama Wajib Pajak . SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal :|2|8|dd |0|2|mm |2|O|2|3|yyyy

C.4 Nama Penandatangan : HELLY KOESDIANTO

. Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : e|ek?,0nik 4 4 o 9 4 9 4 9

Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/
pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:

|:| Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini
dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.




area staples

| |
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN FORMULIR BPBS
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23
CEMENTERIAN KEUANGAN ki |H-1 NOMOR : [2]ofofo]ofo]of9]5]9] na %] PPh Final
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK [ H.2 Pembetulan Ke-0__ H.3 |:| Pembatalan H.5 |:| PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
A1 NPWP : [3T4] [oJ7Te] [7[3]3] [5T2T8] [oJoJo]
A2 NIK SN EEEEEEEEE.

A.3 Nama . INDRA SURYAWAN

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

03-2023 28-417-02 95.982.153,00 1] 10 9.598.215,00
Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Waijib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen | 0103/PPH4-BUNGA/SMA/I11/2023
Nama Dokumen Bukti Pembayaran | Tanggal | 3 | 1 |dd | 0 | 3 |mm | 2 | 0 | 2 | 3 |yyyy
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : | Tanggal | | | dd | | | mm | | | | | yyyy

B.9 |:| PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal | [ Jaa [ | Jem [ [ [ | [y

B.10 |:| PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 |:| PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 |:| PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

c1 NPWP :[2]1] [o]8]8] [4]3]3] [4]1]2] [o]oJo]
C.2 Nama Wajib Pajak . SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal :|3|1|dd |0|3|mm |2|O|2|3|yyyy

C.4 Nama Penandatangan : HELLY KOESDIANTO

. Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : e|ek?,0nik 4 4 o 9 4 9 4 9

Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/
pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:

|:| Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

SR

2 X Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini
dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.
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area staples

| |
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN FORMULIR BPBS
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23
KEMENTERIAN KEUANGAN Ri |H1 NOMOR : [2]0fofoJofofr[1]o]8] w4 X1 PPh Final
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | 4.2 Pembetulan Ke-0_ H.3 I:lPembataIan H.5 I:lPPh Tidak Final
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
A1 NPWP : [3T4] [oJ7Te] [7[3]3] [5T2T8] [oJoJo]
A2 NIK NEEEEEEEEEEEEEEEN
A.3 Nama . INDRA SURYAWAN

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

04-2023 28-417-02 98.338.120,00 1] 10 9.833.812,00
Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Waijib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen | 0103/PPH4-BUNGA/SMA/IV/2023
Nama Dokumen Bukti Pembayaran | Tanggal | 3 | 0 |dd | 0 | 4 |mm | 2 | 0 | 2 | 3 |yyyy
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : | Tanggal | | | dd | | | mm | | | | | yyyy

B.9 |:| PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal | [ Jaa [ | Jem [ [ [ | [y

B.10 |:| PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 |:| PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 |:| PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

c1 NPWP :[2]1] [o]8]8] [4]3]3] [4]1]2] [o]oJo]
C.2 Nama Wajib Pajak . SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal :|3|0|dd |0|4|mm |2|O|2|3|yyyy

C.4 Nama Penandatangan : HELLY KOESDIANTO

. Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : e|ek?,0nik 4 4 o 9 4 9 4 9

Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/
pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:

|:| Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini
dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.




area staples

| |
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN FORMULIR BPBS
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23
KEMENTERIAN KEUANGAN Ri |H1 NOMOR : [2]0fofoJofofr]2]5]7] w4 X1 PPh Final
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | 4.2 Pembetulan Ke-0_ H.3 I:lPembataIan H.5 I:lPPh Tidak Final
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
A1 NPWP : [3T4] [oJ7Te] [7[3]3] [5T2T8] [oJoJo]
A2 NIK NEEEEEEEEEEEEEEEN
A.3 Nama . INDRA SURYAWAN

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

05-2023 28-417-02 104.225.172,00 1] 10 10.422.517,00
Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Waijib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen | 0103/PPH4-BUNGA/SMA/V/2023
Nama Dokumen Bukti Pembayaran | Tanggal | 3 | 1 |dd | 0 | 5 |mm | 2 | 0 | 2 | 3 |yyyy
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : | Tanggal | | | dd | | | mm | | | | | yyyy

B.9 |:| PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal | [ Jaa [ | Jem [ [ [ | [y

B.10 |:| PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 |:| PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 |:| PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

c1 NPWP :[2]1] [o]8]8] [4]3]3] [4]1]2] [o]oJo]
C.2 Nama Wajib Pajak . SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal :|3|1|dd |0|5|mm |2|O|2|3|yyyy

C.4 Nama Penandatangan : HELLY KOESDIANTO

. Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : e|ek?,0nik 4 4 o 9 4 9 4 9

Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/
pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:

|:| Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini
dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.




area staples

| |
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN FORMULIR BPBS
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23
KEMENTERIAN KEUANGAN Ri |H1 NOMOR : [2]0fofoJofofr[4]o]4] w4 X1 PPh Final
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | 4.2 Pembetulan Ke-0_ H.3 I:lPembataIan H.5 I:lPPh Tidak Final
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
A1 NPWP : [3T4] [oJ7Te] [7[3]3] [5T2T8] [oJoJo]
A2 NIK NEEEEEEEEEEEEEEEN
A.3 Nama . INDRA SURYAWAN

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

06-2023 28-417-02 101.096.157,00 1] 10 10.109.615,00
Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Waijib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen | 0103/PPH4-BUNGA/SMA/VI/2023
Nama Dokumen Bukti Pembayaran | Tanggal | 3 | 0 |dd | 0 | 6 |mm | 2 | 0 | 2 | 3 |yyyy
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : | Tanggal | | | dd | | | mm | | | | | yyyy

B.9 |:| PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal | [ Jaa [ | Jem [ [ [ | [y

B.10 |:| PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 |:| PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 |:| PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

c1 NPWP :[2]1] [o]8]8] [4]3]3] [4]1]2] [o]oJo]
C.2 Nama Wajib Pajak . SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal :|3|0|dd |0|6|mm |2|O|2|3|yyyy

C.4 Nama Penandatangan : HELLY KOESDIANTO

. Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : e|ek?,0nik 4 4 o 9 4 9 4 9

Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/
pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:

|:| Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini
dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.




area staples

| |
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN FORMULIR BPBS
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23
KEMENTERIAN KEUANGAN Ri |H1 NOMOR : [2]0fofoJofofr][5]5] 1] w4 X1 PPh Final
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | 4.2 Pembetulan Ke-0_ H.3 I:lPembataIan H.5 I:lPPh Tidak Final
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
A1 NPWP : [3T4] [oJ7Te] [7[3]3] [5T2T8] [oJoJo]
A2 NIK NEEEEEEEEEEEEEEEN
A.3 Nama . INDRA SURYAWAN

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

07-2023 28-417-02 98.350.682,00 1] 10 9.835.068,00
Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Waijib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen | 0098/PPH4-BUNGA/SMA/VI11/2023
Nama Dokumen Bukti Pembayaran | Tanggal | 3 | 1 |dd | 0 | 7 |mm | 2 | 0 | 2 | 3 |yyyy
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : | Tanggal | | | dd | | | mm | | | | | yyyy

B.9 |:| PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal | [ Jaa [ | Jem [ [ [ | [y

B.10 |:| PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 |:| PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 |:| PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

c1 NPWP :[2]1] [o]8]8] [4]3]3] [4]1]2] [o]oJo]
C.2 Nama Wajib Pajak . SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal :|3|1|dd |0|7|mm |2|O|2|3|yyyy

C.4 Nama Penandatangan : HELLY KOESDIANTO

. Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : e|ek?,0nik 4 4 o 9 4 9 4 9

Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/
pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:

|:| Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini
dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.




area staples

| |
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN FORMULIR BPBS
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23
CEMENTERIAN KEUANGAN ki |H-1 NOMOR : [2]ofofoJofo]1[7]7]56] na %] PPh Final
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK [ H.2 Pembetulan Ke-0__ H.3 |:| Pembatalan H.5 |:| PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
A1 NPWP : [3T4] [oJ7Te] [7[3]3] [5T2T8] [oJoJo]
A2 NIK SN EEEEEEEEE.

A.3 Nama . INDRA SURYAWAN

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

08-2023 28-417-02 98.537.653,00 1] 10 9.853.765,00
Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Waijib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen | 0103/PPH4-BUNGA/SMA/VII1/2023
Nama Dokumen Bukti Pembayaran | Tanggal | 3 | 1 |dd | 0 | 8 |mm | 2 | 0 | 2 | 3 |yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : | Tanggal | | | dd | | | mm | | | | | yyyy

B.9 |:| PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal | [ Jaa [ | Jem [ [ [ | [y

B.10 |:| PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 |:| PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 |:| PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

c1 NPWP :[2]1] [o]8]8] [4]3]3] [4]1]2] [o]oJo]
C.2 Nama Wajib Pajak . SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal :|3|1|dd |0|8|mm |2|O|2|3|yyyy

C.4 Nama Penandatangan : HELLY KOESDIANTO

. Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : e|ek?,0nik 4 4 o 9 4 9 4 9

Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/
pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:

|:| Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

.'.H.. .- g Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini
dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.
HOXFB174 Y o ¢




area staples

| |
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN FORMULIR BPBS
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23
KEMENTERIAN KEUANGAN Ri |H1 NOMOR : [2]0fofoJofofr]o]s]9] w4 X1 PPh Final
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | 4.2 Pembetulan Ke-0_ H.3 I:lPembataIan H.5 I:lPPh Tidak Final
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
A1 NPWP : [3T4] [oJ7Te] [7[3]3] [5T2T8] [oJoJo]
A2 NIK NEEEEEEEEEEEEEEEN
A.3 Nama . INDRA SURYAWAN

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

09-2023 28-417-02 89.402.004,00 1] 10 8.940.200,00
Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Waijib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen | 0103/PPH4-BUNGA/SMA/IX/2023
Nama Dokumen Bukti Pembayaran | Tanggal | 3 | 0 |dd | 0 | 9 |mm | 2 | 0 | 2 | 3 |yyyy
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : | Tanggal | | | dd | | | mm | | | | | yyyy

B.9 |:| PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal | [ Jaa [ | Jem [ [ [ | [y

B.10 |:| PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 |:| PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 |:| PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

c1 NPWP :[2]1] [o]8]8] [4]3]3] [4]1]2] [o]oJo]
C.2 Nama Wajib Pajak . SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal :|3|0|dd |0|9|mm |2|O|2|3|yyyy

C.4 Nama Penandatangan : HELLY KOESDIANTO

. Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : e|ek?,0nik 4 4 o 9 4 9 4 9

Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/
pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:

|:| Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini

dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.
NMSEFLPN Y o ¢




area staples

| |
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN FORMULIR BPBS
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23
CEMENTERIAN KEUANGAN ki |H-1 NOMOR : [2]ofofoJofo]2[2]2]4] na %] PPh Final
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK [ H.2 Pembetulan Ke-0__ H.3 |:| Pembatalan H.5 |:| PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
A1 NPWP : [3T4] [oJ7Te] [7[3]3] [5T2T8] [oJoJo]
A2 NIK SN EEEEEEEEE.

A.3 Nama . INDRA SURYAWAN

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

10-2023 28-417-02 91.210.460,00 1] 10 9.121.046,00
Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Waijib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen | 0103/PPH4-BUNGA/SMA/X/2023
Nama Dokumen Bukti Pembayaran | Tanggal | 3 | 1 |dd | 1 | 0 |mm | 2 | 0 | 2 | 3 |yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : | Tanggal | | | dd | | | mm | | | | | yyyy

B.9 |:| PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal | [ Jaa [ | Jem [ [ [ | [y

B.10 |:| PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 |:| PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 |:| PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

c1 NPWP :[2]1] [o]8]8] [4]3]3] [4]1]2] [o]oJo]
C.2 Nama Wajib Pajak . SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal :|3|1|dd |1|0|mm |2|O|2|3|yyyy

C.4 Nama Penandatangan : HELLY KOESDIANTO

. Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : e|ek?,0nik 4 4 o 9 4 9 4 9

Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/
pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:

|:| Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

E () - H q_ Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini
dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.
69ROBKT6 Y o o




area staples

| |
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN FORMULIR BPBS
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23
KEMENTERIAN KEUANGAN Ri |H-1 NOMOR : [2]0fofofofof2[4]4]5] w4 X1 PPh Final
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | 4.2 Pembetulan Ke-0_ H.3 I:lPembataIan H.5 I:lPPh Tidak Final
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
A1 NPWP : [3T4] [oJ7Te] [7[3]3] [5T2T8] [oJoJo]
A2 NIK NEEEEEEEEEEEEEEEN
A.3 Nama . INDRA SURYAWAN

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

11-2023 28-417-02 88.385.747,00 1] 10 8.838.574,00
Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Waijib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen | 0103/PPH4-BUNGA/SMA/XI/2023
Nama Dokumen Bukti Pembayaran | Tanggal | 3 | 0 | dd | 1 | 1 | mm | 2 | 0 | 2 | 3 |yyyy
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : | Tanggal | | | dd | | | mm | | | | | yyyy

B.9 |:| PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal | [ Jaa [ | Jem [ [ [ | [y

B.10 |:| PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 |:| PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 |:| PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

c1 NPWP :[2]1] [o]8]8] [4]3]3] [4]1]2] [o]oJo]
C.2 Nama Wajib Pajak . SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal :|3|0|dd |1|1|mm |2|O|2|3|yyyy

C.4 Nama Penandatangan : HELLY KOESDIANTO

. Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : e|ek?,0nik 4 4 o 9 4 9 4 9

Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/
pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:

|:| Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

L Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini
dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.
5AA5EZU




area staples

| |
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN FORMULIR BPBS
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23
KEMENTERIAN KEUANGAN Ri |H1 NOMOR : [2]0fofofofof2]6]8]2] w4 X1 PPh Final
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | 4.2 Pembetulan Ke-0_ H.3 I:lPembataIan H.5 I:lPPh Tidak Final
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
A1 NPWP : [3T4] [oJ7Te] [7[3]3] [5T2T8] [oJoJo]
A2 NIK NEEEEEEEEEEEEEEEN
A.3 Nama . INDRA SURYAWAN

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

12-2023 28-417-02 91.450.571,00 1] 10 9.145.057,00
Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Waijib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen | 0103/PPH4-BUNGA/SMA/XI1/2023
Nama Dokumen Bukti Pembayaran | Tanggal | 3 | 1 | dd | 1 | 2 | mm | 2 | 0 | 2 | 3 |yyyy
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : | Tanggal | | | dd | | | mm | | | | | yyyy

B.9 |:| PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal | [ Jaa [ | Jem [ [ [ | [y

B.10 |:| PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 |:| PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 |:| PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

c1 NPWP :[2]1] [o]8]8] [4]3]3] [4]1]2] [o]oJo]
C.2 Nama Wajib Pajak . SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal :|3|1|dd |1|2|mm |2|O|2|3|yyyy

C.4 Nama Penandatangan : HELLY KOESDIANTO

. Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : e|ek?,0nik 4 4 o 9 4 9 4 9

Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/
pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:

|:| Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini
dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.




